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BERITA DAERAH

KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 23 TAHUMN 2010

PERATURAN BUPATI CIANJU
NOMOR 16 TAHUN 2010
TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA
PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN

BUPATI CIANIUR,

Menimbang pas babwa untuk melaksanakan urusan pemerintah khususnya di bidang
penyuluhan pertanian tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan,
peternakan,  perikanan dan kehutanan, telah dibentuk Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Holtukultura, Dinas Peternakan Perikanan dan
[Ynas Kehutanan dan Perkebunan berdasackan Peraturan Daerah Nomor
07 Tahun 2008, yang teknis operasionalnya dilaksanakan oleh  didang
penyvuluhan:

b. babwi dalam  upaya meningkatkan mutu tenaga penyuluh dan
peluyanan penyuluban kepada masyarakat di bidang pertanian tanaman
pungan dan holtikulura, kehutanan dan perkebunan, peternakan dan
perikanan termaksud. perlu dilaksanakon secara terpadu;

¢ bahwa berdasarkan peritmbangan schagaimana dimaksud pada hurup a
dan b, serta dengan memperhatikan Pasal 13 avat (2) Undang-undang
NMomor 16 Tahun 2006, perlu dibentuk Badan Pelaksana Penvuluhan
Pertimian Perikanan dan Kehutanan yang ditetapkan dengan Peraturan
Bupati,

Mengingat Lo Undanp-Undang Momor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daeraly Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita
Negara tahun 1950} sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomaor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang  dengan Mengubah  Undang-undang Nomor 14
Lalwm 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan  Propinsi  Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2831):

2. Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Momor 330 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3y sebagammana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43
Fahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun
1974 lentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomaoer 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Nepara
Republik Indonesia Nomor 4844 );

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerab {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomaor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437):

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20006 tentang Sislem Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
92, Tambalan Lemboran Negara Republik Indonesia Momor 4660);

Peraturan  Pemerintuh Nomaor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4737):

Peraturan  Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 temtang  Pedoman @ Organisasi

Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
= i

Tambahan Lemburan Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Penataan Orpamisasi Perangkat Daerah;

Peraturan  Daerah kabupaten Cianjur Nomor 02 Tabun 2001 tentang Tata Cara
Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2001 Nomuor 43 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahuan 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan
Daerah Nomoar 1.2 1 ahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri
13):

Peraturan  Dacrah kabupaten Cianjur Nomor (3 Tahun 2008 tentang  Urusan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten Clanjur Tabun 2008 Nomor 03
Sert 1.

Peraturan Dacrah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi
Pemerintahan Dacrah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Cianjur (Lembarim Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D)
sebagaimana teluh divbah denpan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang
Perubahan  Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Orpanisasi
Pemermtahan Dacrah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Cianjur (Lembaran Dacral Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 10 Seri B);

Peraturan Bupat Clianjur Nomor 06 Tabun 2009 Tentang Tugas, Funesi Dan Tata
Kerja Unit Organisasi D1 Lingkungan Dinas Peternakan, Perikanan Dan Kelautan
(Bertta Daerah Kabnpaten Cianjur Tahun 2009 Nomaor 06);

Peraturan Bupati Clianjur Nomor 07 Tabun 2009 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata
Rerja Unit Organisasi 120 Lingkongan Dinas Kehutanan Dan Perkebunan (Berita
Draerah Kabupaten Cianjor Tahun 2009 Nomar 07);

Peraturan Bupat Cianjur Nomuor 15 Tabun 2009 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata

Kega Unit Organisast P Lingkungan  Dinas  Pertanian Tanaman  Pangan Dan
Holtikultura (Berity Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2009 Nomor 13);
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Menetapkan P PERATHRAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI

DAN  TATA  KERJA  BADAN  PELAKSANA PENYULUHAN
PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN,
BAB |
KETENTUAN UMUM

[*asal |

Dalam Peraturan Daerah ini, ving dimaksud dengan -
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[Yaerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Cianjur.

Daerah Otenom adalab kesatuan masyarakat  hukum  vang mempunyai batas Daerah
tertentu berwenany mengatur dan menguris kupmﬂiﬂgim masyarakat sclempal menurut
prakarsa sendiri berdasurkan aspirasi masvarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia,

Otonomi daerab adalah hak,  wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendivt urusan pemerintahan dan kepentingan masvarakat
setempat sesuail dengan peraturan perundang-undangan,

‘emerintahan  Daerah  adalah  penyelenggaraan  pemerintihan daerah  otonom  oleh
Pemerintah Daceah din Dewan Perwakilan Rakyvat Dacrah menurut azas desentralisasi,
Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom sebagai Badan
Eksekutil,

Urusan pemerintabin wdalah fungsi-fungsi pemerintahan vang  menjadi hak  dan
kewajiban  setiap  Hingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan
Mengurys Tungsi-funwsi lersebul vang menjadi kewepangannva  dalam
rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masvarakat.

Bupati adalah Bupati Cianjur.

Sekretarial  Daeraly selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten
Clanjur,

sekretaris Dacrah adalah Sckretaris Daerah Kabupaten Cianjur.

Dinas adalab Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura. Dinas Peternakan
Perikanan dan Kelautan,  dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cianjur
scbagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008,

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan, Kepala Dinas
Peternakan Perikanan dan Kepala Dinas Kehutanan Perkeliunan Kabupaten Cianjur.

Badan adalsh  Badun Pelaksana  Penyvuluban  Pertanian Perikanan dan  Kehutanan
selanjuinya dischut BPPPPR adalah Badan Pelaksana Penvuluhan Pertanian Perikanan dan
Kehutanan Kabupaten Cranjur.

Kepala adalab kepala Badan Pelaksana Penvuluban Pertanian Perikanan dan Kehutanan
selanjutnya discbut BPPPPR adalah Badan Pelaksana Penvuluhan Pertanian Perikanan dan
Kehutanan Kabupaten Clanjur.

Penyuluhan  pertanion,  perikanan, kehutanan  yang selanjutnyva disebut penyuluhan
adalah proses pembelajaran bagi pelaku ulama serta pelaku usaha agar mereka mau
dan mampu menolong dan mengorganisasikan  dirinya  dalam  mengakses  informasi
pasar,  teknolegi.  permodalan,  dan sumberdava lainnva, sebagal upayva untuk
meningkatkan produktivitas, ehsiensi usaha,  pendapatan, dan  kesejahleraannya.
serta meningkatkan kesadaran  dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
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ertanian  yang  mencakup  tanaman  pangan.  hortikaltura,  perkebunan., dan
peternakan  yang  sclanjutnya  discbul pertanian  adalah  seluruh  kegiatan  yang
meliputi  usaha hulu,  usaha  tani. agroindustri, pemasaran,  dan jasa penunjang
pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agrockosistem  vang  sesuai  dan
berkelanjutan,  dengan bantuan  teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen
untuk  mendapatkan manlaat sehesar-besarnyabagi kescjahleraan masyarakat,

Perikanan  adalah semua kegiatan - yang  berhubunpan dengan pengelolaan dan
pemantaatan sumber dayva ikan dun  linghungannya  secara berkelanjutan. mulai dari
praproduksi, produksi. pengolahan sampai dengan pemasaran yang  dilaksanakan
dalam suatu sistem hisnis perikanan, '

Kehutanan adalah sistem pengurusan yang  bersangkut paut dengan hutan. kawasan
hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan,

Kelompol Jabatan Pungsional adalah Kelompok Pepawai Negeri Sipil vang diberi
tugas. wewenang dun hak secara penuh oleh pejabat vang berwenang untuk
melaksanakan kegiatan yang sesuai denpan profesinva dalam rangka mendukung
kelancaran tugas dan funesi Badan, )

BAB [
FEMBENTURKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati in dibentuk BPPPPR.

{1

(2)

i1}

(2)

BAR I .
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DINAS
Bagian Kesatu
kedudukan

Pasal 3

BPPPPK merupakan unsur pelaksuna pelavanan terpadu program/kegiatan penvuluhan
dari dinas vang membidangi penyuluhan pertanian tanaman pangan dan holtikultura,
perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.

Dinas vang membidangi punyuluhan sebagaimana dimaksod pada ayvat (1) terdiri dari :

a.
b.
.

Dinas Pertanian lanaman Pangan dan Holtukultura;
Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan
Dinas Kehutanan dan Perkebunon

BPPPPK dipimipin oleh scorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Keduoa
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

BPPPPK mempunyai tugas melaksanakan program/kegiatan operasional penyuluhan
pertanian tanaman pangan dan holtikultura, peternakan dan perikanan, perkebunan dan
kehutanan sesuai dengan tugas vang diberikan oleh dinas.

Dalam  melaksanakun  tugas  sebagaimana  dimaksud  pada  avat (1), BPPPPK
menyelenggarakan ungsi ;

i,

penyusunan rencana program dan kegiatan BPPPPK sesua dengan  ketentuan
dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku:
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penviapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum  pemeriniah daerah di
bidang  penvoluhun pertanian  tapaman  pangan  dan  holtikultura,  peternakan,
pertkanan. perkebunan dan kehutanan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku:

penyiapan bahan Koordiasi perumusan kebijakan teknis operasional penyuluban
pertanian tanaman pangan dan holtikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan
kehutanan sesual dengan ketentuan dan‘atau peraturan perundang-undangan yvang
berlaku;

pelaksanaan  program/kegiatan - penyuluban  pertanian  tanaman  pangan  dan
holtikulwra,  peternakan,  perikanan, perkebunan dan kehutanan sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan vang berlaku:

penyiapan  bahin  pembinaan kKepegawaian sesuai dengan Ketenytuan  dan/atau
seraturan perundang-undangan vang berlaku;

pelaksanaan  program/kegiatan  penyuluban  pertanian  tanaman  pangan  dan
holtikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan sesual dengan
ketentuan dan/atan peraturan perundang-undangan vang berlaku;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan
dan/atau peraturan perundang-undangan vang berlaku;

pelaksanaan evalupsi dan Japoran  pelaksanaan program/kegiatan BPPPK kepada
Kepala Dinas.
BAaB Il
ORGANISAS]
Hagian Eesatu
Unsur-unsur Orpanisasi

Pasal &

Unsur-unsur Organisasi BPPPPK. adalab sebagai berikut :

il.

b.

(1)

unsur Pimpinan adalah Kepala

unsur pembantu pimpinan adalah Sekretaris;

unsur pelaksana adalah Bidang, Sub Bagian, Seksi. Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan Terpadu serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

susunan Croanisast BPPPPR ) terdiri dari

A
b,

Kepala:
Sekretariat

b.1. Sub Bagian |mum dan Kepepawaian:
b.2. Sub Bagian Keuangan.

Bidang Program dan Evaluasi

c.1. Sub Bidang Penyvusunan Program Penvuluhan;
c.2. Sub Bidang Lvaluasi dan Pelaporan.
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d. Bidang Sumber Dava Penyuluhan .

d. 1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
d.2. Sub Bidang Sumberdayva Manusia Penyvuluban

e. Bidang Operasional Penvuluhan ;
e.l. Sub Bidang Penyuluhan Perlanian Tanaman Pangan  dan Holtikultura
¢.2. Sub Bidang Penvuluhan Peternakan dan Perikanan:
¢.3. Sub Bidang Penvuluban Kehutanan dan Perkebunan

f. Balai Penvuluh Pertanian, Perikanan dan Kehuwtanan Terpudu:
g, Kelompok Jabatan Fungsional.

{2} Bagan struktur orgamsast BPPPPK sebagaimana  tercantum dalam Lampiran [ dan

merupakan satu kesatuan yang tdak dapat dipisahkan daci Peraturan Bupati ini.
BAB IV
TUGAS KEPALA

Pasal 7
kepala mempunyal tugas membantu dinas dalam menyelengparakan sebagian tugas teknis
operasional di bidang penyuluban pertanian tanaman pangan dan holtikultura, peternakan.
perikanan, perkebunan dan kehutanan serta memimpin, mengkoordinasikan seluruh kegiatan
BPPPPK sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yvang berlaku.

BAB W

TUGAS DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI
Bagian Kesatu
sekretarat

Pasal 8
Sekretarial mempunyar tugas melaksanakan sebagian tigas dan fungsi BPPPPK dalam
melaksanakan pengelolaan vrusan umum. kepegawaian, keuangan, perlengkapan sesuai
dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan vang berlaku.

Pasal 9

(1) Dalam melaksanukon tugas scbhagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sekretariat
menyvelengoarakan lungsi

a. pengkoordinasian. penyvusunan dan pengusulan program. rencana kegiatan dan
anggaran Sckretarial;

b. pengelolaan vrusun administrasi unum, rumah tangga,  hubungan masvarakat dan
keprotokalan:

g, pengelolaan administrasi kepegawaian:
[ pengkoordinasian dan penyusunan bahan pembinaan pegawai:
g, pengelolaan administrasi kevanpan dan perlengkapan:

h. pengkoordinasian,  penviapan  bahan  rancangan  produk  hukum  dan
pendokumentasian peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan vang berlaku;

1. pengkoordinasian dan penyusunan evaluasi. laporan pelaksanaan program dan
keoiatan Sekretarial:



(2)

(1)

(2)

k.

pengelalaan  perpustakaan. data dan sistem informasi manajemen pelaksanaan
program dan  kegiatan BPPPIC sesual dengan  ketentuan  danfatau  peraturan
perundang-undangan vang berlaku:

pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh Kepala.

Lntuk menyelengparakan Tungsi sebagaimana tersebut pada avat (1), Sekretariat dibantu
oleh :

il,

b.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
Sub Bagian Keuangan.

Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyal tugas

il.

I,

d.

i

melakukan penyusunan rencana Kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
sesuai dengan program dan kegiatan Sckretariat;

melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional di
bidang hubungan masyarakat, keprotokolan, pencrimaan tamu, ketentraman, dan
Ketertiban di lingkungan BPPPPK sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan
perundang-undangan vang berlaku;

melakukan penviapan bahan pengelolaan penerimaan. penggandaan, pendistribusian
dan pengiriman surat/naskah dinas, arsip sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan
perundang-undangan vang berlaku;

melakukan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian sesual denpan ketentuan
danfatau peraturan perundang-undangan vang berlaku;

melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraluran perundang-undangan vang herlaku;

melakukan  koovdinast,  penviapan  bahan  rancangan  produk  hukum  dan
pendokumentasian peraturan perundang-undangan sesual dengan ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan yvang berlaku;

melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
sesuat dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yvang berlaku;
melakukan tugas lain vang diberikan oleh Sekretaris sesual denpan ketentuan
dan/atau peraturan perundang-undangan yvang berlaku,

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

.

=

melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Kevangan sesual dengan
program dan kegiatan Sekretariat;

melakukan penyiapan bahan pengelolaan pengusulan penerimaan, penvimpanan,
pengeluaran  vang atau barang/perlengkapan BPPPPK sesuai dengan ketentuan
dan/atau peraturan perundang-undangan vang berlaku;

melakukan penviapan bahan pembinaan perbendaharaan sesual dengan ketentuan
dan‘atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi keuangan dan penilaian
barang/perlengkapan/aset BPPPPE sesual dengan ketentuan danfatau  peraturan
perundang-undangan vang berlaku;
melakukan penviapan  bahan pengelolaan  sistem  akutansi  keuangan  dan
barang/perlengkapan/aset BPPPPK sesuai dengan ketentuan danfatau peraturan
perundang-undangan yvang berlaku:

melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian Keuangan  sesuai dengan
ketentian dandatau reraturan nerundano-undane:an vane herlaku:
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melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sckretaris sesuai dengan ketentuan
dan/atau peraturan perundang-undangan vang berlaku.
Bagian Kedua
Bidang Propram dan Evaluasi

Pasal 1]

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi
BPPPPK di bidang penyiapan bahan koordinasi. konsullasi penyusunan program/kegiatan
penyuluban terpadu di bidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura, peternakan.
perikanan, perkebunan dan kehutanan sesuai dengan ketentuan danfatau peraturan perundang-
undangan vang berlaku,

Pasal 12

(17 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Bidang Program dan
Fvaluasi menyvelenggarakan fungsi

a.
b.

d.

rt

=

h

penvusunan program dan kegiatan Bidang Program dan Evaluasi:

melaksanakan  penviapan bahan koordinasi/konsultasi penyusunan dan pengusulan
rencana program/keplatan penyuluban terpadu bidang pertanian tanaman pangan dan
holtikultura. peternakan. perikanan, perkebunan dan kehutanan sesuai  dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan vang berlaku:

melaksanakan pengelolaan data dan informasi program/kegiatan penyvuluhan terpadu
di bidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura, peternakan, perikanan,
perkebunan dan kehutanan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-
undangan yvang berlaku;

melaksanakan koordinasi/konsultasi penyiapan bahan penvusunan rencana sirategis,
program dan kegiatan penvuluhan terpadu bidang pertanian tanaman pangan dan
holtikultura,  peternakan.  perikanan, perkebunan dan kehutanan sesuai  dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan vang berlaku:

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan ketentuan
dan/atau peraturan perundang-undangan vang berlaku:

melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan
pelaksanaan program/kegiatan BPPPPK sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan
perundang-undangan vang berlaku;

melaksanakan  evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Program dan
Ewvaluasi:

melaporkan hasil pelaksanaan tugas Bidang Program dan Evaluasi kepada Kepala.

(2} Untuk menvelenggarakan fungsi sebagaimana tersebul pada avat (1), Bidang Program
dan Evaluasi, dibantu oleh :

a.
b.

Sub Bidang Penvusunan Program Penyuluhan:
Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 13

(1) Sub Bidang Penvusunan Program Penyuluhan, mempunyai tugas :

&,

melakukan penyusunan rencana  Kegiatan Sub  Bidang Penyusunan Program
Penyuluban sesuar dengan program dan kegiatan Bidang Program dan Evaluasi;



(2)

]

dl.

u

melakukan  penyiapan  bahan  koordinasi’konsultasi  penyusunan rencana  dan
pengusulan program/kegiatan penyuluban terpadu di bidang pertanian tanaman
pangan dan holtikultura, peternakan, perikanan. perkebunan dan kehutanan sesua
dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan vang berlaku;

melakukan penyiapan bahan informasi program/kegiatan penvuluhan terpadu di
bidang pertanian tanaman pangan dan  holtikultura, peternakan. perikanan,
perkebunan dan kehutanan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-
undangan vang berlaku;

melakukan penyiapan bahan koordinasi‘konsultasi perumusan, penvusunan rencana
strategis, program dan kegiatan penyvuluban terpadu bidang pertanian tanaman
pangan dan holtikultura, peternakan, perikanan. perkebunan dan kehutanan sesuai
dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan vang berlaku:

melakukan  pengelolaan data dan informasi program dan kegiatan penyuluhan
terpadu bidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura, peternakan, perikanan,
perkebunan dan kehutanan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

melakukan tugas lain vang diberikan oleh Kepala Bidang Program dan Evaluasi
sesual dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan vang berlaku;
melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian Penvusunan Program

Penvuluhan sesuai dengan ketentuan danfatau peraturan perundang-undangan vang
berlaku.

Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas

d.

d.

=

melakukan penyusunan rencana keglatan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan sesuai
dengan program dan kegiatan Bidang Program dan Evaluasi;

melakukan penviapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyvusunan
evaluasi dan laporan palaksanuan program dan kegiatan BPPPPK sesuai dengan
ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan vang berlaku:

melakukan  pengumpulan  dan  pengolahan  data  dan  informasi  pelaksanaan
program/kegiatan penyuluhan terpadu di bidang pertanian tanaman pangan dan
holtikultura, peternakan. perikanan, perkebunan dan kehutanan yang diselengparakan
olch BPPPPK sesuai dengan ketentuan danfatau peraturan perundang-undangan vang
berlaku;

melakukan  penyiapan  bahan  koordinasi  penyusunan  evalvasi  dan  laporan
pelaksanaan program/kegiatan penvuluhan terpadu vang dilaksanakan oleh BPPPPK
sesual dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan vang berlaku;

melakukan penyiapan bahan penyusunan LAKIP bidang penyuluhan perlanian
tanaman pangan dan holtukuoltura, peternakan, perikanan, perkabunan dan kehutanan
serta disampaikan kepada Dinas;

melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Program dan Evaluasi sesuai
dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan vang berlaku;

menvampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanasn programvkegiatan BPPPPK
kepada Kepala Dinas.



Bagian Ketiga
Bidang Sumberdava Penvuluhan
Pasal 14
Bidang Sumberdaya Penvuluban mempunyai tugas menyvelenggarakan sebagian tugas dan
fungsi BPPPPK dibidang penviapan bahan pembinaan sumberdava manusia, sarana dan

prasarana penyuluhan sesuai dengan ketentuan danfatau peraturan perundang-undangan yang
berlaku,

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada Pasal 14 Bidang Sumber Dava
Penvuluhan, menyvelenggarakan fungsi

. penvusunan program dan kegiatan Bidang Sumber Daya Penyuluhan:

b. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan pembinaan
sumberdaya manusia, sarana dan prasarana penyuluhan sesuai dengan ketentuan
dan/atau peraturan perundang-undangan yvang berlaku:

¢. melaksanakan program pembinaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana
penyuluhan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

d. melaksanakan lasilitasi pelayvanan sertifikasi tenaga penvuluban sesuai dengan
Ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan vang berlaku:

e, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala sesuai dengan ketentuan
dan‘atau peraturan perundang-undangan vang berlaku:

f. melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang
Sumber Daya Penyuluhan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-
undangan vang berlaku:

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Bidang Sumber Dava Penyuluban kepada
Kepala.

(2)  Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada avat (1), Bidang

Sumberdava Penyuluhan, dibantu oleh :

a, Sub Bidang Sarana dan Prasarana;

b, Sub Bidang Sumberdava Manusia Penvuluhan,

Pasal 16
(1) Sub Bidang Sarana dan Prasarana. mempunyai tugas :

a, melakukan penvusunan rencana kegiatan Sub Bidang Sarana dan Prasarana sesuai
dengan preram dan kegiatan Bidang Sumberdaya Penyuluhan;

b. melakukan penyiapan  bahan  koordinasi‘konsultasi  penvusunan rencana dan
pengusulan program/kegiatan pembinaan sarana dan prasarana penvuluhan;

]

melakukan penyiapan bahan koordinasi pengusulan pengadaan, pemeliharaan sarana
dan prasarana penvuluhan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-
undangan vang berlaku;

d. melakukan penyiapan baban  keordinasi’konsultasi dalam  rangka perumusan
metodelogt penyvuluban:

e. melakukan tugas lam vang diberikan oleh Kepala Bidang Sumberdaya Penyuluhan;



f.

melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bidang Sarana dan Prasarana sesuai
dengan ketentuan danfatau peraturan perundang-undangan vang berlaku,

{2)  Sub Bidang Sumber Dava Manusia Penyuluban, mempunyvai tugas ;

.

b,

d.

{1 =1

melakukan  penvusunan rencana  kegiatan Sub  Bidang Sumberdaya Manusia
Penyuluhan sesuai dengan prgram dan kegiatan Bidang Sumberdaya Penvuluhan;

melakukan penyiapan  bahan  Kkoordinasi‘konsultasi  penvusunan rencana  dan
pengusulan progranykegiatan pembinaan sumberdava manusia penyvuluhan:

melakukan penviapan bahan koordinasi pengusulan kebutuhan tenaga penyuluhan
sesual dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

melakukan  penviapan bahan pembinaan sumberdaya manusia penyvuluhan sesuai
dengan Ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku:

melakukan pelayvanan dan fasilitasi pengusulan sertifikasi penyuluh sesuai dengan
ketenluan dan/atau peraturan perundang-undangan vang berlaku:

melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumberdaya Penyuluhan;
melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bidang Sumberdaya Penyuluhan
sesuai dengan ketentuan danfatau peraturan perundang-undangan vang berlaku.
Bagian Keempal
Bidang Oprasional Penvuluhan

Pasal 17

Bidang Operasional Penyuluhan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan
fungsi BPPPPK di bidang operasional penyuluhan pertanian tanaman pangan dan holtikultura,
peternakan. perikanan, perkebunan dan kehutanan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan
perundang-undangan vang berlaku,

Pasal 18

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Bidang Operasional
Penyuluhan, menyelenggarakan fungsi :

d.

b,

d.

penvusunan program dan Kegiatan Bidang Operasional Penyuluhan;

penyusunan pedoman dan petunjuk teknis operasional penvuluhan pertanian tanaman
pangan dan holtikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan scsuai
dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan vang berlaku;

k 1 E £ell Yang

penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan operasional penvuluhan pertanian
tanaman pangan dan holtikultura. peternakan. perikanan, perkebunan dan kehutanan
sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan vang berlaku;

pelaksanaan pembinaan kelembagaan kelmpok pelaku utama dan pelaku usaha
pertanian tanaman pangan dan holtikullura, peternakan, perikanan, perkebunan dan
kehutanan sesuan dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku:

pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh Kepala sesuai dengan ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan vang berlaku:

pelaksanaan evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Operasional
Penyuluhan.
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(1)

(2

(3)

Untuk  menyelenggarakan  fungsi  sebagaimana tersecbut pada avat (1), Bidang
Operasional Penyuluhan, dibantu oleh :

i,
b.

L.

Sub Bidang Penvuluhan Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura:
sub Bidang Penyuluhan Peternakan dan Perikanan;
Sub Bidang Penvuluhan Kehotanan dan Perkebunan,

Pasal 19

Sub Bidang Penvuluhan Pertanian Tanaman Pangan dan Holitkultura, mempunyai
Iugas

.

(]

d.

]

melakukan penyusunan rencana  kegiatan Sub Bidang  Penyuluhan  Pertanian
Tanaman Pangan dan Heltikultura sesuai dengan program dan kegiatan Bidang
Operasional Penyvuluhan:

melakukan penvusunan pedoman dan petunjuk teknis operasional penvuluhan
pertanian tanaman pangan dan holtikultura sesual dengan ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan operasional penyuluhan
pertanian tanaman pangan dan holtikultura sesual dengan ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan vang berlaku;

melakukan pembinaan kelembagaan kelompok pelaku utama dan pelaku usaha
pertanian tanaman pangan dan holtikultura scsual dengan ketentuan danfatan
peraturan perundang-undangan yvang berlaku;

pelaksanaan togas lain vang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional Penyuluban
sesual dengan ketentuan dan/atan peraturan perundang-undangan vang berlaku;

pelaksanaan evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penyuluhan
Pertanian Tanaman Pangan dan Holukultura,

Sub Bidang Penyuluban Peternakan dan Perikanan. mempunyai tugas

il.

b

d.

melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Penyuluban Peternakan dan
Perikanan sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Operasional Penyvuluhan;

melakukan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis operasional penvuluhan
peternakan, perikanan sesuai dengan ketentuan dan/ atau peraturan perundang-
undangan vang berlaku;

melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan operasional penyuluhan
peternakan. perikanan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-
undangan vang berlaku,

melakukan pembinaan kelembagaan kelmpok pelaku utama dan pelaku usaha

peternakan, perikanan sesual dengan ketentuan dan‘atau peraturan perundang-

undangan vang berlaku;

melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan ketentuan dan/atau
]

peraturan perundang-undangan vang berlaku:

melakukan evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penyuluhan

peternakan dan perikanan.

Sub Bidang Penvuluhan Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas

il.

b

melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Penvuluhan Kehutanan dan
Perkebunan sesual dengan program dan kegiatan Bidang Operasional Penvuluhan:
melakukan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis operasional penyuluhan
perkebunan dan kehwutanan sesuai dengan ketentuan danfatau peraturan perundang-
undangan yang berlaku:
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melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan operasional penyuluhan
perkebunan dan kehutanan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-
undangan vang berlaku;

d. melakukan pembinaan kelembagaan kelmpok pelaku utama dan pelaku usaha
perkebunan dan kehutanan sesual dengan ketentuan dan/atav peraturan perundang-
undangan vang berlaku;

(']

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku:

f. pelaksanaan evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penvuluhan
Kehutanan dan Perkebunan.
Bagian Kelima
Paragraf 1
Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Terpadu
Pasal 20

Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional danfatau Kegiatan teknis
penunjang di wilayah Kerja satu atau beberapa kecamatan di bentuk Balai Penyuluh
Pertaman. Perikanan dan Kehutanan Terpadu.

Balai Penyuluh  Pertanian., Perikanan  dan  Kehutanan  Terpadu  vang  dibentuk
schagaimana dimaksud pada ayal (1) tercantum dalam Lampiran 1T dan merupakan satru
kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Paragral 2
Tugas Balal Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Terpadu

Pasal 21

Balai Penyvulub Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Terpadu mempunyai tupas melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi BPPPK dibidang pelaksanaan penvuluhan dan pembinaan kelompok
pelaku  utama dan pelaku vsaha pertanian tanaman pangan dan holtikultura, peternakan,
perikanan. perkebunan dan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yvang

berlaku.
Paragral 5
susunan Organisasi
Pasal 22
(1) Susunan organisasi Balai Penyulub Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Terpadu, terdiri

(1)

dar

4. Kepala;

b, Urusan Tata Usaha:

¢. Pos Penyuluh Pertanian Desa;
d. Kelampok Jabatan Fungsional,

Bagan struktur orgamisasi Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Terpadu
schagaimana tercantum dalam Lampiran 11, dan merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Keenam
Kelompok JTabatan Fungsional

Fasal 23

Pada BPPPPK dapat dibentuk jabatan [ungsional sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan
perundang undangan vang berlaku.

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesual dengan jenis
jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan vaneg
herlaku.

{4)

)

(6}

Pasal 25

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional vang terbagi
dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannva.

Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala,

Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada avat (1) ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja,

Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional akan diatur kemudian sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,

BAB VI
TATAKERIA
Bagian Kesatu

LImum

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala wajib menerapkan prinsip koordinasi. integrasi
dan sinkronisasi baik dalam lingkup BPPPPK maupun dengan perangkat daerah terkait
lamnya serta dengan semua unsur di lingkungan Pemerintah Daerab.

Sekretaris dan Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada
kepala.

Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris,
dan Kepala Scksi bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Sctiap pimpinan  unit organisasi dalam lingkungan BPPPPK  wajib mengawasi
pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar
mengamhbil langkab-langkah wvang diperlukan sesual dengan  ketentuan  dan/atau
peraturan perundang-undangan vang berlaku.

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan BPPPPK bertanggungjawab memimpin
dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan
petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan BPPPPK wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk sesual dengan visi dan misi dinas serta menjabarkannya dalam program dan
kegiatan opersional sesuai tugas dan fungsi serta bertanggung jawab kepada atasannya
masing-masing dan menvampaikan laporan pelaksanaan tupasnya sccara berkala
maupun sewakiu-waktu.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan masing-masing
wajih diolah dan dipergunakan sebagm bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta
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iy
LY

Kepala menyvampaikan laporannya kepada Kepala Dinas.
Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada avat (8), tembusannva dapat
disampaikan kepada satuan perangkat daerah vang secara fungsional mempunvai
hubungan kerja.
Bagian Kedua
Hal Mewakili
Pasal 27

Sekretaris mewakili Kepala  dalam batas-batas kewenangan yvang di limpahkan apabila
Kepala berhalangan melaksanakan lugasnya.

Dalam hal Sekretaris berhalangan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada avar
(1), Kepala dapat menunjuk salah satu Kepala Bidang untuk melaksanakan tugasnya
sesual dengan kewenangan vang di limpahkan.

Apabila seorang pimpinan unit organisasi di lingkungan BPPPPK  berhalangan
melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk scorang pejabat satu
tingkat lebih rendah di bawahnya.
BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 28

Pembiayvaan BPPPPK berasal dari Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber
lainnya yang sah secsuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan vang

berlaku.

BAB VIII
KEFEGAWAIAN
Pasal 29

(1) Kepala, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian. Kepala Scksi, Kepala BPP dan Kepala
Urusan Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Non Eselon,

(2) Formasi Jabatan struktural pada BPPPPK diisi oleh Pejabat Fungsional Penyuluhan
Pertanian, Penyuluh Perikanan, Penyuluh Kehutanan,

(3)  Pengangkatan dan pemberhentian Kepala serta para pemangku jabatan lainnva dalam
lingkungan BPPPPK dilakukan sesual dengan ketentuan danfatau peraturan perundang-
undangan vang berlaku.

Pasal 30

{2y  Kepala BPPPPK bertanggung jawab dalam hal perencanaan. penpelolaan dan pembinaan
kepegawalan,

(3) Ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku,

BAD [X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3]
(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini. maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang

bertentangan dengan Perturan Bupat in1 dinyatakan tidak berlaku,



{2y Hal-hal lain vang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati i akan diatur dan
ditetapkan kemudian oleh Bupat.
Pasal 32
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 6 Mei 2010
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TIJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANIJUR TAHUN 2010 NOMOR 23,
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PEMBENTUKAN, ORGANISAS]I DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA
PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN

NO. | - NAMA BALAI [ WILAYAH KERJA
1. | Balai Penyuluh Pertanian. Perikanan dan Kehutanan I. Kecamatan Clanjur
Terpadu Karangtengah 2. Kecamatan Cilaku
3. Kecamatan Karangtengah
4. Kecamatan Sukaluyu
[ . . . . .
2. | Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan | 1. Kecamatan Warungkondang
Terpadu Warungkondang 2. Kecamatan Cibeber
3. Kecamatan Gekbrong
3. Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 1. Kecamatan Ciranjang
Terpadu Ciranjang 2. Kecamatan Bojongpicung
3. Kecamatan Haurwangi
4. Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 1. Kecamatan Cikalongkulon
Terpadu Cikalong 2. Kecamatan Mande
3. Kecamatan Sukaresmi
5. Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 1. Kecamatan Cipanas
Terpadu Cipanas 2, Kecamatan Pacet
3. Kecamatan Cugenang
6. | Balai Penyuluh Pertanian. Perikanan dan Kehutanan ]. Kecamatan Sukanagara
Terpadu Sukanagara 2. Kecamatan Takokak
3. Kecamatan Campaka
4. Campakamulva
{
_ . . 0 |
7. | Balai Penvuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 1. Kecamatan Pagelaran
Terpadu Pagelaran 2. Kecamatan Tanggeung
3. Kecamatan Pasirkuda
|
| &. | Bala Penvuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 1. Kecamatan Kadupandak -
Terpadu Kadupandak 2. Kecamatan Cijati
3, Kecamatan Leles
9. | Balai Penvuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 1. Kecamatan Cibinong
Terpadu Cibinong 2. Kecamatan Cikadu
3. Kecamatan Agrabinta
10, | Balai Penvuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 1. Kecamatan Sindangbarang
Terpadu Cidaun 2. Kecamatan Cidaun
3. Kecamalan Naringgul
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